KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS
JI. Azoka No. 3 Maros Telp.(0411) 373 999 / Fax. (0411) 373 800

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 446/PL.02.5-Kpt/7309/Sek-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-
Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros tentang Penetapan Kantor Akuntan
Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Dana
Kampanye Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Maros Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
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74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 980);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan
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Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor S5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1059);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nmor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona sebagaimana telah diubah
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Memerhatikan:

Menetapkan

10.

11.

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni
2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun
2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
Nomor 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15
Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Maros Lanjutan Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-
Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Berita  Acara  Nomor: 165/PL.02.5-BA/7309/KPU-
Kab/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang
Pengundian Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk
Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Maros tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PADA
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAROS TAHUN 2020

Menetapkan 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan
1 (KAP) melakukan audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu)
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, telah ditetapkan melaksanakan pekerjaan audit
Laporan Dana Kampanye sesuai dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan wajib
menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal KAP menerima LPPDK yaitu tanggal 7
Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

Salinan sesuai dengan asl
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_KABUPATEN MAROS
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 446/PL.02.5-Kpt/7309/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK
MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

NO. NAMA NAMA KAP
1. PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 BENNY, TONY, FRANS & DANIEL
2. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 WAWAN HERMANSYAH
3. PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SANDRA PRACIPTA, CPA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ROSNA DAUD

Salinan sesuai aengan astinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
WE{PATFN MAROS
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